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ABSTRAK  

 
SASKIA 2024. Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah 
Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gowa. Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Sultan Sarda dan 
Masrullah  

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen 
Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada 
Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Gowa yang berlangsung pada tanggal 30 April 2024 
sampai 30 Mei 2024. Sampel ini diambil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data sekunder dan data 
primer. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam 
pengumpulan data mencakup data subyek, data fisik, data documenter. Instrument 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey, 
observasi, hingga kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian data 
didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang 
dilakukan, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam 
adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Gowa mengenai Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen 
Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada 
Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis 
menarik kesimpulan yaitu dengan perencanaan yang matang, pencatatan 
administrasi yang terstruktur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, 
Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah berupaya mengurangi terjadinya SILPA. 

Kata Kunci : Aspek Manajemen Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

ABSTRACT 

SASKIA 2024. Factors in the Regional Financial Management Aspects of the 
Surplus Budget Calculation (SILPA) at the Gowa Regency Education Office. 
Thesis, Management Department, Faculty of Economics and Business, 
Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Sultan Sarda and 
Masrullah 
 
 This type of research uses a descriptive method with a qualitative 
approach, which aims to determine the factors in the Regional Financial 
Management Aspect of the Surplus Budget Calculation (SILPA) at the Gowa 
Regency Education Office. This research was carried out at the Gowa Regency 
Education Office which took place from 30 April 2024 to 30 May 2024. This sample 
was taken from the Gowa Regency Education Office. The types of data used in 
this research are secondary data and primary data. Data collection was carried out 
by observation, interviews and documentation. In this research, the data sources 
used in data collection include subject data, physical data, documentary data. The 
research instruments used in this research used survey, observation and literature 
review methods. Based on the research results, data was obtained through in-
depth interviews, observations and documentation, where all the informants who 
conducted in-depth interviews were the head of the Gowa Regency Education 
Office, Head of the General and Personnel Subdivision, Head of the Financial 
Accounting Subdivision and Secretary of the Gowa Regency Education Office 
regarding factors. Factors in the Regional Financial Management Aspect of Over 
Remaining Budget Calculations (SILPA) at the Gowa Regency Education Service 
which was discussed previously, the author draws the conclusion that with careful 
planning, structured administrative records, and increasing human resource 
competency, the Gowa Regency Education Office has made efforts to reduce the 
occurrence of SILPA.  

Keywords : Regional Financial Management Aspects of Remaining Over Budget 
Calculations (SILPA). 

 

 
 

 

 

 

 



 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. 

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW beserta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat 

yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Dalam 

Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa  Lebih Perhitungan 

Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.  

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada 

kedua orang tua penulis bapak Baharuddin Dg Situru dan Ibu Rosmiati Dg Nurung 

yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa 

tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan 

memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas 

segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu 

yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa 

yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang 

kehidupan di dunia dan di akhirat.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang 

setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:  



 

xi 
 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

2. Dr. H. Andi Jam’an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

3. Bapak Nasrullah S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Muhammadiyah Makassar.  

4. Bapak Drs. H. Sultan Sarda., M.M selaku Pembimbing I yang senantiasa 

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga 

Skripsi selesai dengan baik.  

5. Bapak Masrullah. SE.,M. Ak. selaku Pembimbing II yang telah berkenan 

membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.  

6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya 

kepada penulis selama mengikuti kuliah.  

7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit 

bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.  

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu 

persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan 

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.  

10. Terima kasih untuk kakak saya Ilham Baharsyah yang selalu memberikan 

support secara finansial maupun non finansial walaupun dari jauh.  



 

xii 
 

11. Dan tidak lupa saya juga ucapkan terimakasih pada pihak Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa yang telah mengizinkan dan membimbing saya selama 

melaksanakan penelitian.  

12. Kepada diri saya sendiri terimakasih untuk diri saya Saskia yang telah kuat 

sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan dari luar. 

Yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan kuliah atau dalam 

proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam 

permasalahan yang ada.    

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para 

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya 

demi kesempurnaan Skripsi ini.  

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.wb 

 

 

 

Makassar, 16 Mei 2024  

 

Saskia  

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. ii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................. iv 

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………………viii 

SURAT PERNYATAAN ………………..……………………………………………..ix 

ABSTRAK  ......................................................................................................... xi 

ABSTRACT ....................................................................................................... xii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ xiii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

 Rumusan masalah ........................................................................................ 6 

 Tujuan penelitian .......................................................................................... 6 

 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 8 

A. Tinjauwan Teori ............................................................................................ 8 

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ............................................... 8 

2. Manajemen Keuangan ............................................................................. 9 

3. Keuangan Daerah .................................................................................. 10 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi SILPA ............................................. 10 

5. Anggaran Dan Realisasi Anggaran ......................................................... 13 



 

xiv 
 

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Anggaran .......... 14 

B. Tinjauan Empiris ......................................................................................... 15 

C. Kerangka Pikir ............................................................................................ 22 

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................... 23 

A. Jenis Penelitian .......................................................................................... 23 

B. Fokus Penelitian ......................................................................................... 23 

C. Situs Dan Waktu Penelitian ........................................................................ 23 

D. Jenis Dan Sumber Data .............................................................................. 24 

E. Informan ..................................................................................................... 25 

F. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 26 

G. Instrumen Penelitian ................................................................................... 27 

H. Metode Analisis Data .................................................................................. 27 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................... 29 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................................... 29 

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) ................................................................ 43 

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan) ..................................................... 55 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 60 

A. Kesimpulan ................................................................................................. 60 

B. Saran .......................................................................................................... 62 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 63 

LAMPIRAN ........................................................................................................ 65 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1 Kerangka Pikir    .................................................................................... 22 

3.1 Alir Analisis Data  ................................................................................. 28 

4.1 Struktur Organisasi  ............................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR TABEL 

 

2.1 Tinjauwan Empiris  ............................................................................... 15 

3.1 Informan Penelitian  .............................................................................. 25 

4.1 Karasteristik informan    ....................................................................... 44 

4.2 Efisiensi Belanja Daerah Priode 2022-2023   ....................................... 52 

4.3 Hasil SILPA ……………………………………………………………………52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara ................................................................ 66 

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian Dan Surat Balasan ................... 69 

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian ............................................................. 73 

Lampiran 4 Hasil Validasi Data ..................................................................... 75 

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi ............................................. 76 

Lampiran 6 Hasil Validasi Abstrak ................................................................ 82 

Lampiran 7 Biografi Penulis .......................................................................... 83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Peralihan Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai 

dengan diberlakukannya Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 

dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 

2001. Dalam perkembangannya, kedua undang-undang tersebut Nomor 

32 Tahun 2004 yang kini telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan 

berlakunya undang-undang ini maka terbentuklah pemerintahan daerah 

yang disertai dengan desentralisasi pemerintahan perpajakan, dimana 

daerah otonom diberikan kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber 

pendapatan dan kemandirian dalam pengelolaan perekonomian daerah 

dalam menentukan prioritas pembangunan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

perekonomian Negara dan pemerintah daerah membuka peluang yang 

luas bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya 

sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Penerapan dalam kedua 

undang-undang ini akan mempunyai konsekuensi sebagai berikut bagi 

kawasan  pertanggung jawaban, pengalokasian sumber daya itu sendiri 

secara efektif dan efisien, terutama untuk peningkatan kesejahteraan  dan 

pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam pengelolaan anggaran 

daerah terkadang ditemukan kesenjangan dalam perencanaan, 
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pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Sehingga banyak 

daerah yang baru bisa merealisasikan anggarannya pada pertengahan 

tahun anggaran, pada akhir tahun anggaran yang belum terealisasi 

menjadi surplus (SILPA).  

Dokumen perencanaan secara parsial adalah dokumen yang 

hanya memaparkan sebagian kecil dari rencana yang lebih besar. 

Dokumen ini hanya akan memfokuskan pada suatu aspek saja yaitu 

pengaruh faktor-faktor manajemen keuangan terhadap tingkat SILPA 

(penerimaan pendapatan asli daerah) seperti pengelolaan asset, 

penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, dan lainnya. Pencatatan 

administrasi secara mengacu pada proses pencatatan atau pengelolaan 

administrasi yang dilakukan secara terpisah atau terbatas pada bagian 

atau aspek tertentu dari suatu organisasi atau kegiatan. Dalam hal ini, 

hanya sebagian informasi yang dicatat teratas pada data-data yang 

berkaitan dengan faktor-faktor manajemen keuangan yang berpengaruh 

terhadap SILPA. Misalnya data realisasi penerimaan, pengelolaan asset, 

pelaksanaan anggaran dan lainnya. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

dan Nomor 77 Tahun 2020, Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. Sedangkan secara simultan dan parsial 

kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) mengacu pada kemampuan 

atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh individu dalam suatu 

organisasi atau instansi pemerintah. Hal ini bahwa tidak semua anggota 

SDM memiliki kompetensi yang sama, tetapi mereka memiliki keahlian atau 

pengetahuan tertentu yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab 
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mereka. SILPA (surplus dan investasi pemerintah daerah lainnya) merujuk 

pada sisa atau kelebihan anggaran pemerintah daerah setelah 

pengeluaran rutin dan pembayaran utang dilakukan. SILPA mencerminkan 

kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk melakukan investasi dan 

proyek pembangunan dimasa mendatang.  

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Gowa, parsial kompetensi 

SDM terhadap SILPA akan merujuk pada sejauh mana anggota SDM 

dipemerintah kabupaten memiliki kompetensi yang relevan dan memadai 

untuk pengelolaan SILPA dengan efektif. Artinya mereka memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengawasi investasi atau proyek pembangunan yang 

menggunakan dana SILPA dengan baik.  

Anggaran APBD Kabupaten Gowa (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp 

325 milyar yang dibahas pada rapat paripurna DPRD yang diikuti oleh 

DPRD Gowa. 11 SKPD hadir untuk menginformasikan kepada kantor 

anggaran mengenai SILPA yang masih berada didepertemennya masing-

masing. Ketua DPRD Gowa membahas hasil pokok pengelolaan anggaran 

masing-masing SKPD tahun 2022. Akuisisi SILPA terjadi karena 

ketidakmampuan pemerintah dalam mengelolah anggaran, permasalahan 

lainnya adalah beban utang Pemkab Gowa yang perlu dibenahi.   

Dalam pengelolaan perekonomian daerah, hal ini diikuti dengan 

sebab akibat dalam hubungan perekonomian antara Negara dan 

pemerintah daerah yang menunjukkan asas pada prinsip uang yang 

megikuti fungsi money follow function, yang artinya bentuk transisi harus 

diikuti dengan pengalihan kekuasaan. Pendanaan yang diperlukan untuk 
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melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pemerintahan yang 

bertanggung tanggung jawab pada setiap masing-masing tingkat 

administrasi pada pemerintahan. Selain itu, penatausahaan anggaran 

daerah terangkum dalam suatu dokumen keuangan, wajib antara 

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau DPRD yang disebut 

dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Peraturan 

pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi, yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh provinsi dan DPRD yang ditetapka dengan 

peraturan daerah.  

Mardiasmo (2012) mendefinisikan APBD merupakan instrumen 

politik pemerintahan daerah yang paling penting dan dapat digunakan 

sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, 

membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, 

otorisasi pengeluaran di masa yang akan dating, sumber pengembangan 

ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi 

pegawai dan sebagai alat koordinasi bagi semua aktivias dari berbagai unit 

kerja. Oleh karena itu idealnya dalam APBD harus mencerminkan 

kebutuhan masyarakat atau pentingnya public dengan berbagai potensi 

dan sumberdaya nyata yang dimiliki daerah serta pengeluaran untuk 

membiayai kebutuhan tersebut. 

Jika melihat APBD yang disajikan, kecenderungan daerah 

mengalami defisit anggaran disebabkan oleh adanya SILPA dalam APBD 

yang berarti rata-rata defisit nasional (gabungan provinsi, Kabupaten, dan 

kota) adalah sebesar 7,5%. Dengan kontribusi SILPA dalam menutup 
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defisit sekitar 91,3%, sedangkan kontribusi pinjaman dan pendapatan 

pinjaman daerah sebesar 5,9%. Pelampauan pendapatan ataupun 

penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan 

menghasilkan sisa dana yang disebut sebagai perhitungan anggaran 

(SILPA). Semakin besar SILPA menujukkan kekurang cermatan dalam 

penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran sehingga 

rasio SILPA terhadap belanja menunjukkan porsi yang tertunda atau 

anggaran yang tidak terserat. 

Kehadiran SILPA dalam pengelolaan keuangan daerah harus 

dihindari karena melemahkan proses penganggaran APBD yang bertujuan 

untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Besarnya dimensi SILPA 

dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan. Menurut 

penelitian sebelumnya Bali (2013), meskipun belum diketahui secara pasti 

faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya SILPA, namun keberadaan 

SILPA kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelebihan 

pendapatan daerah yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan 

anggaran dan pelaksanaannya oleh SILPA, biaya administrasi daerah 

yang kurang dari jumlah maksimum. Selain itu, dievaluasi dari beberapa 

faktor yang ditemukan terkait dengan munculnya SILPA, dikarenakan 

adanya efisiensi atau penghematan belanja pemerintah yang belum 

dilaksanakannya program/inisiatif sehingga anggaran tidak terserap. 

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Kamelia (2017) tentang faktor 

penyebab adanya SILPA, mengemukakan bahwa SILPA memberikan 

dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan daerah, sisa investasi, 

dan sisa non investasi terhadap SILPA.  
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Meskipun keberadaan SILPA masih dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun peneliti mencoba 

memadukannya dengan penilaian BPK yang digunakan sebagai bentuk 

kajian dan evaluasi pengelolaan keuangan daeah. Sebagaimana 

dikemukakan dalam penelitian Virgasari (2009), opini audit mempunyai 

dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sisa lebih perhitungan 

anggaran (SILPA) merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan 

yang salah satunya menutup defisit, sehingga menghitung selisih antara 

surplus/defisit anggaran dengan hasil pembiayaan bersih pada SILPA 

dengan (huruf I) yaitu surplus anggaran tahunan yang berlebihan.  

Dalam konteks ini, penelitian ini akan fokus pada Faktor-faktor 

dalam aspek manajemen keuangan daerah terhadap SILPA pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa. Dengan pemahaman yang lebih baik 

tentang keterkaitan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan 

manajemen keuangan untuk mencapai SILPA yang lebih besar, yang pada 

gilirannya akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat.  

 Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: “Bagaimana Faktor-Faktor Aspek Manajemen 

Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa” ?. 

 Tujuan penelitian 

Tujuannya penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui 

dan dapat mendeskripsikan faktor-faktor dalam aspek manajemen 
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keuangan daerah terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa”. 

 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah :  

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi sisa Lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa   

2. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

serupa  

3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keuangan 

dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 

Pada akhir periode anggaran, istilah SILPA digunakan untuk 

sisa anggaran. Mahmudi (2009) menyatakan bahwa SILPA adalah sisa 

anggaran dan merupakan selisih antara rencana pendapatan dan 

rencana belanja pada akhir tahun anggaran, yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian 

dijadikan aslinya dengan sisa uang tunai pada anggaran berikutnya. 

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit dengan pendapatan bersih. 

SILPA dapat dijadikan sebagai salah satu indikator efektivitas belanja 

pemerintah, karena SILPA hanya terjadi bila APBD surplus dan pada 

saat yang sama terdapat pembiayaan netto positif atau pembiayaan 

netto lebih besar dibandingkan dengan defisit APBD. Jika surplus 

anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SILPA, maka defisit APBD 

tahun depan bisa tertutupi. SILPA ini terdiri dari realisasi penerimaan 

PAD yang melebihi target, adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan 

sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih pengeluaran aktual dan 

yang dianggarkan.   

Sementara itu, Rahmawati, A (2015) menjelaskan bahwa SILPA 

atau surplus anggaran adalah selisih antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Surplus 

anggaran tahun sebelumnya menjadi pendapatan keuangan pada 

tahun berjalan. Jika indikator SILPA positif berarti setelah defisit 
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anggaran dikurangi, masih ada sisa pembiayaan bersih yang ada 

tersisa (misa l(Rp 2 Milyar)). Atau dengan penjelasan lain masih ada 

sisa dana anggaran, penerimaan keuangan sebesar Rp 2 miliyar yang 

tidak digunakan untuk membiayai keuangan daerah dan atau 

pengeluaran daerah.  

Jika angka SILPA negatif berarti pembiayaan netto tidak 

mampu menutupi defisit anggaran yang ada. Oleh karena itu harus 

dicarikan solusinya. Misalnya mencari sumber pendapatan finansial 

lain seperti uang dll. Atau dengan mengurangi biaya dan/atau biaya 

finansial sehingga angka SILPA menjadi nol. Dari uraian diatas terlihat 

bahwa salah satu sumber uang daerah untuk menutupi defisit anggaran 

adalah surplus anggaran daerah (SILPA) pada tahun sebelumnya. 

Menurut informasi yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal 

Perimbangan Republik Indonesia, hampir seluruh APBD di Provinsi dan 

Kabupaten/kota di Indonesia mengalami defisit pada tahun anggaran 

2009. 

2.  Manajemen Keuangan  

        Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber 

daya keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi, 

dengan tujuan mencapai keuangan dalam cara yang efisien dan efektif. 

Manajemen keuangan melibatkan pengelolaan asset, kewajiban, 

modal, arus kas, dan risiko keuangan.  
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3. Keuangan daerah  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2019, pasal 1(1) menjelaskan keuangan daerah, yaitu segala 

hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan 

yang bisa diregionalisasi harta benda yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban teritorial. 

Pengelolaan Perekonomian Daerah adalah serangkaian 

kegiatan yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengendalian 

perekonomian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2019 dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 

3(1) yang menjelaskan bahwa pengelolaan perekonomian daerah 

harus dilaksanakan secara sistematik, efektif, efisien, ekonomis, 

transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan pemerataan 

perhatian, relevansi, dan keuntungan kepada masyarakat dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 

keuangan daerah yang melalui suatu proses administrasi yang terdiri 

atas perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengendalian dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau 

provinsi 

4. Factor-faktor yang mempengaruhi SILPA  

Pinto (2013). SILPA dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain dari sudut pandang dokumen perencanaan, dokumen administrasi 
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atau pencatatan dan keahlian SDM. Lihat uraian berikut untuk informasi 

lebih lanjut:  

a. Dokumen Perencanaan   

1) Menurut pinto (2013) dokumen perencanaan daerah 

terdiri dari: Rencana Pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), yaitu rencana untuk mencapai tujuan 

pemerintah faderal menurut undang-undang faderal. 

2) Rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJM) merupakan arah pembangunan yang ingin 

dicapai daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

menurut masa jabatan kepala daerah terpilih, yang 

disusun berdasarkan visi, misi dan program 

pengelolaan wilayah 

3) Rencana strategi satuan kerja mesin daerah (Renstra) 

merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun 

oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, siap 

untuk dilaksanakannya RPJM daerah sesuai tugas dan 

fungsi masing-masing satuan SKPD pemerintah daerah 

4) rencana kerja pemerintah daerah (RKP) merupakan 

rencana pembangunan daerah tahunan yang harus 

disusun oleh provinsi sebagai dasar penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

5) Rencana kerja satuan kerja mesin daerah (Renja) 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang 

disusun pada setiap SKPD selama 1 (satu) tahun, yang 
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memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang 

disusun dan tugas SKPD yang berkaitan berdasarkan 

tujuan (indikator), hasil dan keluaran yang terukur, serta 

rincian keuangan 

b. Pencatatan administrasi 

Manajemen dalam arti sempit menurut Handayaningrat 

(1988), “administrasi berasal dari kata sempit Administratie 

(Belanda), yang meliputi catatan, surat menyurat, akuntansi 

ringan, tulisan agenda, dan lain-lain, yang secara teknis bersifat 

administratif”. Sedangkan administrasi dalam arti luas Menurut 

Gie (1980) mengatakan “Administrasi secara luas adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya 

semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya 

kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama 

serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

c. Kompetensi sumber daya manusia  

Menurut nawawi (2021) ada tiga pengertiaan sumber 

daya manusia yang pertama Sumber daya manusia yang 

bekerja dilingkungan suatu  organisasi, kedua, Sumber daya 

manusia yang berpotensi sebagai penggerak organisasi dalam 

mewujudkan eksistensinya. Dan yang ketiga Sumber daya 

manusia yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal 

dalam organisasi bisnis. 
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5. Anggaran Dan Realisasi Anggaran  

Eksekusi anggaran merupakan istilah lain dari penyerapan 

anggaran, yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai 

kesenjangan antara rencana atau sasaran anggaran dengan 

pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. 

Efisiensi anggaran biasanya dinyatakan sebagai nilai moneter nominal. 

Realisasi tersebut dapat bernilai sama dengan tujuan atau lebih tinggi 

(positif) atau lebih rendah (negatif) dari tujuan dan keberadaan realisasi 

tersebut sangat bergantung pada perkiraan (Mahmudi, 2009).  

Berdasarkan Undang-undang Administrasi Provinsi Nomor 32 

Tahun 2004, APBD diartikan sebagai rencana aksi keuangan 

pemerintah provinsi, yang satu bagiannya menggambarkan perkiraan 

pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah pada tahun 

anggaran tertentu, dan satu bagian lagi menggambarkan perkiraan 

pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah pada tahun 

anggaran tertentu. Memberikan perkiraan pendapatan dan sumber-

sumber pendapatan daerah untuk menutupi biaya-biaya tersebut. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada dasarnya 

merupakan pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD) 

berupa rencana keuangan tahunan daerah yang meliputi pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menurut Pasal 1 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang 

disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD 
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merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja 

daerah, dan pembiayaan daerah. 

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Anggaran      

          Secara Konseptual, perubahan pendapatan mempengaruhi biaya 

atau pengeluaran, namun tidak semua tambahan pendapatan selalu 

dialokasikan ke biaya yang signifikan. Mengenai alokasi yang berkaitan 

dengan sumber pembiayaan pendapatan, besaran pendapatan 

mengatur alokasi pengeluaran. Perubahan APBD merupakan sarana 

bagi parlemen dan eksekutif untuk mengatur alokasi anggaran. Sebuah 

penelitian (Abdullah dan Asmara, 2006, Krenn, 2017) menemukan 

adanya perbedaan antara eksekutif dan legislatif dalam alokasi 

perubahan PAD terhadap total belanja sektor. Alokasi untuk infrastruktur 

dan DPRD meningkat, namun alokasi untuk pendidikan dan kesehatan 

justru menurun, ia menduga besarnya kekuasaan legislatif membuat 

keleluasaan menggunakan cabang PAD tidak sesuai dengan referensi 

masyarakat.     

Perilaku oportunistik lembaga legislatif dan eksekutif dalam 

perubahan APBD dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran 

negara. Studi (Fanthony, 2011, Sucahya, 2016) menunjukkan bahwa 

porsi PAD yang rata-rata sebesar 10 persen terhadap total pendapatan 

daerah, cenderung meningkat seiring dengan perubahan anggaran.   
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B. Tinjauan Empiris  

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka penulis 

akan mengutip beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Table 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti/
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Variable 
Analisis 

Alat 
Hasil 

Penelitian 

1.  Ida Ayu 

Gede, Sutha 

Megasari 

(2015)  

Pengaruh 
pendapatan 
asli daerah, 
selisih lebih 
perhitungan 
anggaran dan 
flypaper effect 
pada perilaku 
oportunistik 
penyusunan 
anggaran di 
Kabupaten/Kot
a di Bali  

Variabel 
Independen:  
Pendapatan 
asli daerah, 
selisih lebih 
perhitungan 
anggaran, 
flypaper 
effect.  
Variabel 
Dependen:  
Perilaku 
oportunistik 
penyusunan 
anggaran  
 

Analisis 
regresi data 
panel 
dengan alat 
uji statistic 
eviews.   

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa  

- PAD tidak 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusunan 
anggaran 
Kabupaten/ 
Kota di Bali.  

- SILPA 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusunan 
anggaran 
Kabupaten/ 
Kota di Bali.  

Flypaper effect 
tidak 
berpengaruh 
positif terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten/ Kota 
di Bali.    

2.  Yahya 
Sucahya 
(2017)  

Peluang 
perilaku 
oportunistik 
penyusunan 
anggaran 

Variable 
Independen:  
Pendapatan 
asli daerah, 
Selisih lebih 

Analisis 
Regresi 
Exact 
Logistic  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa  
- PAD 

berpengaru
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perubahan 
pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sintang  

perhitungan 
anggaran, 
Bagi hasil 
pajak 
provinsi.  
Variable 
Dependen:  
Probabilita 
perilaku 
oportunistik 
penyusunan 
anggaran 
perubahan  

h positif 
terhadap 
probabilita 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran 
perubahan 
pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sintang.  

- SILPA tidak 
berpengaru
h positif 
terhadap 
probabilita 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
perubahan 
anggaran 
perubahan 
pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sintang 

BHPP tidak 
berpengaruh 
positif terhadap 
probabilita 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran 
perubahan pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sintang.  

3.  Sayu Made 
Parwati 
(2015)  

Perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran  

Variabel 
Independen:  
Pendapatan 
asli daerah, 
Dana alokasi 
umum, 
Selisih lebih 
perhitungan 
anggaran.  
Variabel 
Dependen:  

Analisis uji 
asumsi 
klasik  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa  

- PAD 
berpengaru
h positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
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Oportunistik 
penyusun 
anggaran.  

Kabupaten 
/Kota di se-
Bali.  

- DAU 
berpengaru
h positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten  
/Kota se-
Bali. 

SILPA 
berpengaruh 
positif terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten /Kota 
se-Bali.  

4. Anita De 
grave, Raja 
Vanaldo 
Boang 
Manalu, Rein 
J. wekan 
(2021)  

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
dan Flypaper 
Effect 
Terhadap 
Perilaku 
Oportunistik 
Penyusunan 
anggaran  

 Variabel 
Independen:  
Bahwa 
variabel 
pendapatan 
daerah (X1) 
dan flypaper 
effect (X2) 
secara 
bersama-
sama 
berpengaruh 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
pengambilan 
anggaran (Y).  
Variabel 
Dependen:  
Karena 
pendapaan 
daerah (X1) 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 

Alat analisis 
yang 
digunakan 
adalah 
regresi data 
panel  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa  

- Pendapatan 
awal 
daerah 
(PAD) 
berpengaru
h positif dan 
signifikan 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penganggar
an 
Pemerintah
/Kota di 
Provinsi 
Maluku, 
artinya 
semakin 
tinggi 
pendapatan 
awal 
daerah 
maka 
semakin 
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dalam 
penganggara
n (Y).  

besar pula 
perilaku 
oportunistik 
pengambila
n anggaran.  

- Paper fly 
effrct 
berpengaru
h positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
pengambila
n anggaran 
di 
Kabupaten/ 
Kota 
Maluku 
yang 
artinya, 
menyebabk
an perilaku 
oportunistik 
pengambila
n anggaran 
semakin 
meningkat.   

Sedangkan 
pendapatan 
awal daerah 
(PAD) dan 
flypaper effect 
berpengaruh 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
pengambilan 
anggaran di 
Kabupaten/ Kota 
di Maluku.  

5. Yulia Rani 
(2019)  

Analisis Faktor 
Yang 
Mempengaruh
i Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran 
(SILPA) Pada 
Kinerja 
Keuangan 
Daerah   

Variabel 
Bebas:  
Kelebihan 
pendapatan 
daerah (X1), 
sisa biaya 
modal (X2), 
dan sisa 
biaya non 
modal (X3) 

Analisis 
regresi  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa 

- Terdapat 
hubungan 
positif antara 
pendapatan 
daerah 
dengan 
SILPA 
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berhubungan 
positif 
terhadap 
SILPA  
Variabel 
Dummy:  
Rasio 
kemampuan 
mempertaha
nkan WTP 
yang 
negative (D) 
berarti SILPA 
menurun 
pada daerah 
yang mampu 
mempertaha
nkan WTP 
dibandingkan 
dengan 
daerah yang 
tidak dapat 
mempertaha
nkan WTP.  

sehingga 
dapat 
diprediksi. 
Sebab, jika 
dibiarkan 
akan 
menambah 
keberadaan 
SILPA yang 
dinilai 
kurang baik 
dalam 
menjalankan 
perekonomi
an daerah.  

- Sisa 
investasi 
akan 
memberika
n dampak 
positif yang 
signifikan 
terhadap 
SILPA. 
Artinya, 
peningkata
n sisa 
investasi 
atau 
belanja 
akan 
meningkatk
an SILPA di 
wilayah 
administrasi 
Daerah/Kot
a Jawa 
Timur.  

Terdapat 
hubungan positif 
dan signifikan 
antara sisa 
belanja non 
modal dengan 
SILPA yang 
menunjukkan 
hasil positif 
signifikan 
sehingga 
menolak H0, 
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sehingga 
peningkatan 
sisa belanja non 
modal 
meningkat 
SILPA di 
Kabupaten/ Kota 
di Jawa Timur.    

6. Rahma Gita 
Muslimah 
dan Verawati 
(2020)  

Pengaruh 
pendapatan 
asli daerah 
dana alokasi 
umum, dana 
alokasi khusus 
dan SILPA 
pada perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten/Kot
a se-Sumatera 
Selatan.  

Variabel 
Independen:  

- Pendap
atan 
asli 
daerah  

- Dana 
alokasi 
umum 

- Dana 
alokasi 
khusus 

- Sisa 
lebih 
perhitu
ngan 
anggar
an.  

Variabel 
Dependen:  
Perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran  

Analisis alat 
yang 
digunakan 
yaitu 
analisis 
regresi linier 
berganda  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa:  
- PAD tidak 

berpengaru
h positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten 
/Kota se-
Sumatera 
Selatan.  

- DAU 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten 
/Kota se-
Sumatera 
Selatan.  

- DAK 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten 
/kota se-
Sumatera 
Selatan.  

SILPA tidak 
berpengaruh 
positif terhadap 
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perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran di 
Kabupaten /kota 
Se-Sumatera 
selatan.    

7. Mega 
Dheane Tia 
(2018)  

Pengaruh 
perubahan 
pendapatan 
asli daerah dan 
perubahan 
selisih lebih 
perhitungan 
anggaran 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
eksekutif 
penyusun 
anggaran 
(studi Empiris 
pada 
Kabupaten/Kot
a di Indonesia  

Variabel 
Independen:  

- Peruba
han 
pendap
atan 
asli 
daerah  

- Peruba
han 
selisih 
lebih 
perhitu
ngan 
anggar
an 

Variabel 
Dependen:  
Perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran   

Alat analisis 
yang 
digunakan 
yaitu 
analisis 
regresi linier 
berganda  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa 
- Perubahan 

PAD  
berpengaru
h positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
eksekutif 
penyusun 
anggaran 
serta 
perubahan 
anggaran 
pada 
Kabupaten 
/kota di 
Indonesia.  

Perubahan 
SILPA 
berpengaruh 
positif terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran pada 
Kabupaten /kota 
di Indonesia.   

8. Ni Kadek Ayu 
Suartini, 
Dodik 
Ariyanto, 
Maria M. 
Ratna Sari 
(2016)  

Determinan 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran 
calon 
incumbent 
terkait pilkada 
serentak 
Tahun 2015   

Variabel 
Independen:  

- Pendap
atan 
Asli 
daerah  

- Dana 
alokasi 
Khusus  

Variabel 
Dependen:  
Perilaku 
Oportunistik 

Analisis 
regresi 
berganda  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa 
- PAD 

berpengaruh 
positif 
terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran 
calon 
incumbent di 
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penyusun 
anggaran 
calon 
Imcumbent.  

Kabupaten 
/Kota se- 
Indonesia 

DAK 
berpengaruh 
positif terhadap 
perilaku 
oportunistik 
penyusun 
anggaran calon 
incumbent di 
Kabupaten /Kota 
se-Indonesia   

9. Cut Huri 
Handayani, 
Dr. Iskandar 
Muda, 
SE.,M.Si.,Ak, 
CA (2017)  

Analisis faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
serapan 
anggaran 
SKPD di 
provinsi 
Sumatera 
Utara Tahun 
2014-2015 
dengan SILPA 
sebagai 
variabel 
moderating  

- Serapan 
anggara
n (Y)  

- Regulasi 
keuanga
n daerah 
(X1)  

- Politik 
anggara
n (X2)  

- Proses 
pengada
an 
barang 
dan jasa 
(X3)  

- Komitme
n 
organisa
si (X4)  

Silpa (Z) 

Analisis alat 
yang 
digunakan 
yaitu 
analisis 
statistik 
deskriptif  

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa  

- Analisis 
secara 
simultan 
maka 
regulasi 
keuangan 
daerah, 
politik 
anggaran, 
proses 
pengadaan 
barang dan 
jasa dan 
komitmen 
organisasi 
secara 
simultan 
berpengaru
h signifikan 
terhadap 
serapan 
anggaran 
SKPD pada 
pemerintah 
provinsi 
Sumatera 
Utara.  

- Secara 
persial 
variabel 
regulasi 
keuangan 
daerah 
berpengaru
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h positif 
signifikan 
terhadap 
serapan 
anggaran 
SKPD di 
pemerintah 
provinsi 
Sumatera 
Utara.  

Silpa tidak 
mampu 
memoderasi 
hubungan 
antara regulasi 
keuangan 
daerah, politik 
anggaran, 
proses 
pengadaan 
barang dan jasa 
dan komitmen 
organisasi 
dengan serapan 
anggaran SKPD 
di pemerintah 
provinsi 
sumatera Utara.  

10. Safira Salgo 

Safitri, 

Kartika, 

Andriana, 

Amis Budi 

Santoso 

(2022)  

 Analisis 

penyebab dan 

dampak 

adanya sisa 

lebih 

perhitungan 

anggaran 

(SILPA) 

Pemerintah 

Kabupaten 

Bondowoso     

Variabel 

Dependen  

analisis alat 

yang 

digunakan 

yaitu 

statistik 

parametik  

 Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa  

- Terjadinya 

defisit 

anggaran 

berdasark

an 

penyusuna

n 

anggaran 
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Kabupaten 

Bondowos

o dengan 

komponen 

APBD 

yaitu 

pendapata

n daerah 

dianggarka

n dengan 

perkiraan 

yang 

terukur 

secara 

rasional 

dan 

memiliki 

kepastian 

dan 

berdasark

anpada 

ketentuan 

undang-

undang.   
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- Belanja 

daerah 

diprioritaska

n untuk 

memenuhi 

urusan wajib 

pelayanan 

dasar 

terlebih 

dahulu 

setelah itu 

untuk 

belanja 

lainnya 

dengan 

tetap 

memperhati

kan target 

capaian 

prioritas 

pembangun

an nasional.  

SILPA pada 

pemerintah 

Kabupaten 
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Bondowoso 

terdiri atas 

komponen 

APBD yang 

paling 

berpengaruh 

yaitu 

pelampauan 

pendapatan dan 

sisa anggaran 

belanja serta 

dampak adanya 

SILPA terhadap 

penentuan 

anggaran tahun 

berikutnya  
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran 

untuk bisa memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang 

telah disebutkan. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 
 

 

 

 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA 

(X) Faktor-Faktor Dalam Aspek Manajemen Pinto (2013) 

1. Perencanaan  

2. Pencatatan Administrasi 

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

4. Anggaran Dan Realisasi Anggaran 

 

(Y) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Ainun 2021) Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. penelitian 

deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara 

apa adanya.  

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai 

penelitian deskriptif kualitati, artinya penelitian ini berupaya 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa 

yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.  

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian hanya kepada analisis factor dalam aspek 

manajemen keuangan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa”.  

C. Situs Dan Waktu Penelitian  

Dalam rangka mengumpulkan sebuah data maka peneliti harus 

menentukan lokasi yang akan diteliti maka obyek pelaksanaan penelitian 

ini dilakukan dikabupaten Gowa dengan data yang akan dilakukan pada 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa di Jl. Mesjid Raya No. 30 

Kabupaten Gowa. bertempat di Jl. Masjid Raya No.30, Sungguminasa, 

Kec, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi selatan 92111, untuk pengambilan 
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data keuangan berupa laporan pertanggungjawaban. Dan waktu penelitian 

yaitu dua bulan terhitung dari bulan desember sampai februari setelah 

dilakukanya seminar proposal, guna agar mendapatkan informasi yang 

lebih akurat dan terbukti kebenaranya.  

D. Jenis Dan Sumber Data  

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan 

keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk 

huruf maupun bilangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder dan data primer 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang dipilih secara sengaja oleh peneliti untuk menggali informasi dan 

relevan dengan masalah penelitian.  

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen dari hasil 

pencatatan keuangan yang ada di kantor Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Gowa. 

jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode 

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Adapun 

data penelitian terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu: 

1. Data subyek  

data subyek adalah data penelitian yang disampaikan sendiri oleh 

responden secara individu atau secara kelompok sumbernya. 

2. Data fisik 

Data fisik adalah Ini adalah jenis data peneltian yang berupa hal-hal fisik, 

seperti buku, bangunan, pakaian, atau bagian dari bangunan. 
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3. Data documenter 

Data documenter adalah Ini adalah jenis data penelitian yang berupa 

surat-surat faktur, jurnal, surat-surat, notulen rapat, memo, atau laporan 

program. 

E. Informan  

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Terry 2021). Pemanfaatan Informan 

dalam penelitian ini bertujuan agar dalam waktu yang terbatas peneliti dapat 

menjaring banyak informasi. Pemilihan informan pertama merupakan hal 

yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena 

penelitian ini mengkaji tentang faktor dalam aspek manajemen keuangan 

terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) di Kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa maka penentuan informan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada kebutuhan penelitian dan disesuaikan dengan informasi 

yang dibutuhkan.    

Table 3.1 Informan 

No Informan Jumlah Keterangan 

1 Kepala DInas pendidikan 

kabupaten Gowa 

1 Key Informan 

2 Kepala sub bagian keuangan 

dinas pendidikan kabupaten 

gowa  

1 Key Informan 

3 Kepala sub bagian umum dan 

kepegawaian dinas 

pendidikan kabupaten gowa 

1 Informan 

4 Sekretaris dinas pendidikan 

kabupaten gowa 

1 Informan 

 Total 4  

    Sumber : Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Gowa Diolah :2024 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data Yang Penulis Lakukan Adalah, Sebagai Berikut: 

1. Observasi  

Digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat kegiatan 

pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa secara langsung untuk 

menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan. 

2. Wawancara (interview) 

Dalam survei, wawancara digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan lisan kepada subjek 

penelitian. Peneliti akan mewawancarai para pemimpin dan pegawai 

Badan Pengelola Keuangan Derah Kaupaten Gowa untuk 

mempelajari tentang organisasi secara keseluruhan, Lokasi, dan 

system pengelolaan keuangan yang diterapkan. Datar wawancara 

terlampir dibagian lampiran. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

dengan cara menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen 

biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini metode 

yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara 

mendalam (in-detph interview), observasi partisipasi (participant 

observer) sebagai pendukung, wawancara dan analisis dokumen 

(Terry 2021). 
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Metode ini digunakan untuk mendapat data-data yang sifatnya 

tertulis, seperti sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, 

laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara agar validitasnya tidak diragukan lagi. 

G. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan survey, observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti 

dalam melakukan penelitian, yaitu berupa: Perekam suara, Alat tulis, Daftar 

pertanyaan wawancara. Buku, jurnal, dan referensi lainnya 

H. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, Metode menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Terry 2021). 

Setelah mengumpulkan data, penulis membuatnya disusun dan 

diklarifikasi untuk dijelaskan dan diinterpreytasikan dalam bentuk kalimat 

yang sederhana dan mudah dipahami sehingga orang dapat 

memahaminya dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian.  
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1) Tahap pertama dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian 

dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Hasil analisis ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran tentang konsistensi 

program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen 

anggaran.  

2) Tahap kedua dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian 

dokumen anggaran dan standar biaya yang telah ditetapkan. Hasil 

analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

penerapan standar biaya pada proses penganggaran.  

3) Tahap ketiga dilakukan dengan cara menganalisis data dokumen 

realisasi anggaran. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran tentang tren anggaran serta varian realisasi anggaran yang 

merupakan bagian dari besaran SILPA. Analisis dokumen realisasi 

anggaran dilakukan dengan cara menganalisis varian realisasi 

anggaran.  

4) Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan 

analisis data tekstual. Berupa reduksi data, penyajian data dan 

penarikasn kesimpulan. 

 

 

 

 

 

Sumber :sugiono 2018 

 
Gambar 3.1 Analisis data teori miles dan Huberman

Penyajian data Pengumpulan data 

Conclusion 

drawing/verificatio

n 

Pereduksian data 
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BAB IV   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan tentang Gambaran 

Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Gowa: Pada awalnya, 

pengelolaan pendidikan di Kabupaten Gowa dilakukan secara terbatas 

oleh beberapa lembaga pendidikan non-formal dan sekolah-sekolah 

rakyat. Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan politik di 

Indonesia, terjadi kebutuhan untuk memperkuat sistem pendidikan 

formal di daerah ini. 

Pembentukan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa: Tahun 

berdirinya kantor dinas pendidikan di Kabupaten Gowa ditandai 

sebagai langkah penting dalam upaya untuk mengorganisir dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Kantor dinas 

pendidikan dibentuk sebagai entitas pemerintah yang bertanggung 

jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan di 

wilayah Kabupaten Gowa.  

Peran dan Fungsi Kantor Dinas Pendidikan: Dalam sejarahnya, 

kantor dinas pendidikan Kabupaten Gowa memainkan peran sentral 

dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, 

pengawasan, serta pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. 

Selain itu, kantor dinas pendidikan juga berperan dalam menciptakan 
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lingkungan pendidikan yang kondusif dan inklusif bagi masyarakat 

Kabupaten Gowa 

a. Visi dan misi organisasi  

1) Visi  

Menjadi organisasi perangkat daerah yang mampu memenuhi 

standar pelayanan publik. 

2) Misi  

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang 

pendidikan 

b) Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi 

pelayanan dan mewujudkan inovasi pelayanan 

b. Struktur organisasi dan job description 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 
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1) Kepala Dinas  

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan urusan bidang pendidikan 

berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :  

a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 

b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

pendidikan; 

d) Pelaksanaan administrasi dinas;  

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :  

a) Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan 

meliputi managemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga 

kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra 

berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman 

dalam penyusunan program dan kegiatan; Renstra Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa Page 13  

b) Memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh 

tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan 
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perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

c) Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan 

Kelompok Jabatan Fungsionaldalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar 

pelaksanaan kegiatan berkualitas; 

d) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar;  

e) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian, 

lembaga pemerintah non kementrian, dan lembaga lainnya 

berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan 

urusan teknis dibidang pendidikan; 

f) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini, 

pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar sesuai dengan 

ketentuan yang belaku; 

g) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

manajemen guru dan tenaga kependidikan serta pembangunan 

sarana dan pengadaaan prasarana pendidikan anak usia dini, 

pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar; 

h) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini, 

pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar; 
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i) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

manajemen guru dan tenaga kependidikan serta pembangunan 

sarana dan pengadaan prasarana pendidikan anak usia dini, 

pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar; 

j) Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, 

pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan 

pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaraan pelaksanaan tugas; Renstra Dinas Pendidikan 

Kabupaten  

k) Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan bidang 

pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan 

tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa 

dan sastra berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten 

agar sasaran organisasi tercapai;  

l) Menyelia pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan 

yang ada agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 

lingkup dinas; 

m) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan 

tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa 

dan satra berdasarkan kewenangan pemerintah daerah agar sasaran 

organisasi tercapai; 
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n) Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

karier; 

o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya 

2) Sekretariat  

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, 

memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan 

dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan 

Dinas berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :  

a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;  

b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;  

c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;  

d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan  

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :  

a) Mengoordinasikan perumusan rencana kerja Dinas berdasarkan visi, 

misi dan kebijakan Dinas sebagai pedoman dalam penyusunan 

program dan kegiatan; 

b) Memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran 

sekretariat, bidang dan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  
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c) pembina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk 

kelancaran tugas; 

d) Memimpin dan mengarahkan Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat 

berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar 

pelaksanaan kegiatan berkualitas; 

e) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas 

lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;  

f) Menyelia pelaksanaan tugas organisasi dalam lingkup Sekretariat 

berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

berkualitas; Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa  

g) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPT 

berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud 

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; 

h) Mengoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, 

kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan 

masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran 

pelaksanaan pelayanan administrasi; 

i) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Keuangan, 

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan 

hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan 

prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi; 
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j) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan 

prosedur agar tertib administrasi perkantoran;  

k) Mengoorganisasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja 

dan pelaporan keuangan Dinas;  

l) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

m) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 

n) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian 

data dan informasi, serta penyusunan laporan berdasarkan Ketentuan 

Peraturan Perundang Undangan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
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b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan 

fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata; 

c. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan 

berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi 

program/kegiatan; 

d. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan lingkup tugas yang ada 

pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;  

f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan 

Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan 

untuk kelancaran penyusunan perencanaan Dinas; Renstra Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa 

g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan 

hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas 

h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan guna tertib administrasi perkantoran; 

i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana 
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program, kegiatan dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna 

tertib administrasi pelaporan; 

k. Mengoodinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan 

kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan 

akuntabilitas kinerja; 

l. Menghimpun, menyajikan dan melaporkan data dan informasi dinas 

berdasarkan hasil pemantauan untuk evaluasi kinerja dinas; 

m. Melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja 

bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, 

semesteran; 

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi 

pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah 

tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum 

berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut :  
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a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan 

aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil 

berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk 

pengembangan karier;  

c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar berdasarkan uraian tugas dan fungsi agar tercipta 

distribusi tugas yang merata;  

d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan lingkup tugas yang ada pada 

organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas; Renstra Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa  

f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi 

dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai 

kebutuhan; 

g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian 

sasaran kinerja ASN, pengembangan sumber daya aparatur 

berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan; 
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h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan 

dan penghapisan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, 

pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup Dinas 

sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

i. Melakukan, menyiapkan, dan mengkordinasikan pengelolaan urusan 

rumah tangga Dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, 

kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

pelayanan infomasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi 

surat tugas, perjalanan dinas pegawai, tata upacara berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

k. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi 

kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum 

di lingkup dinas; 

l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan 

tugas; 

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan 

kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan Renstra Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa  

n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya 
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5) Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang 

mempunyai tugas membantu sekertaris dalam mengumpulkan bahan dan 

melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan 

berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut  

a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan rencana 

strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan sub bagian keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan 

tugas untuk mengetahui pekembangan pelaksanaan tugas; 

c. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian 

keuangan berdasarkan lingup tugas yang ada organisasi agar 

pelaksanaan kegiatan berkualitas; 

d. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan 

tugas; 

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa  

g. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengoordinasian, dan 

penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji 
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pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan 

penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana kerja tahunan 

untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas; 

h. Melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan 

rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan dan 

pengendalian tugas pembantu pemegang sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib administrasi keuangan; 

i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas sub bagian 

keuangan guna tertib administrasi perkantoran; 

j. Mengumpulkan bahan, meyusun, dan megelola admiistrasi keuangan 

Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi 

keuangan; 

k. Melakukan verifikasi kelengkapan admistrasi penatausahaan 

keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi 

keuangan; 

l. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi keuangan dan penerimaan 

keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi 

keuangan; 

m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan; 

n. Mengumpulkan bahan, mengkoorninasikan, dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan keuangan; 

o. Melakukan tugas kedinasan lainyang diperintahkan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya 
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B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada 

bulan desember Dimana seluruh informan yang melakukan wawancara 

mendalam adalah kapala dinas pendidikan kabupaten gowa kepala sub 

bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian akuntansi keuangan 

dan seketaris dinas pendidikan kabupaten gowa.  

a. Karasteristik Informan 

Penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu mengambil informan atau narasumber 

dengan tujuan tertentu sesuai dengan judul penelitian, karena orang 

tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti, 

Purposive sampling adalah teknik sampling non-probabilistik di mana 

informan dipilih berdasarkan penilaian peneliti tentang siapa yang 

paling dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam 

mengenai topik penelitian. Peneliti menggunakan pengetahuan dan 

pertimbangan mereka untuk memilih informan yang memenuhi kriteria 

spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. 

                      Tabel 4.1 karasteristik informan 

Sumber : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Diolah :2024 

NO INISIAL 

NAMA 

JENIS 

KELAMIN 

JABATAN 

1. TM LK Kepla Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa  

2. RS PR Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa 

3. MN LK Kepala Sub Bagian Umum Dan 

Kepegawaian Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa 

4. DR PR Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa 
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b. Deskripsi Hasil Penelitian 

         Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara 

Mengenai Sisa Lebih Pencatatan Anggaran (SILPA) di Kantor Dinas 

pendidikan Kabupaten Gowa dimana penelitian ini menggunakan jenis 

data penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari data primer 

dan sekunder. Data primer ini berasal dari hasil wawancara kepada 

informan yaitu kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian 

keuangan dan sub bagian perencanaan dan pelaporan. tentang 

penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mewujudkan tata kelola 

keuangan yang efektif di kantor badan pengelolaan keuangan daerah 

kabupaten gowa,  

1) Aspek perencanaan  

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan 

perencanaan pada kantor dinas pendidikan kabupaten gowa 

menurut Bapak (TM) , Bapak (MN), Ibu (RS) dan Ibu (DR) maka 

peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan sebelum 

melakukan pelaporan keuangan di kantor Dinas pendidikan 

kabupaten Gowa sudah ? 

“perencanaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten 
gowa dimuat dalam Rencana Strategi RENSTRA  Yang Merupakan 
Dokumen Perencanaan Yang Dibuat Untuk 5 Tahun Masa Kerja 
yang termuat Dalam Bentuk Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD)”(Pak TM) 

          Hal senada juga disampaikan sekretris dinas pendidikan 

kabupaten gowa dimana : 

“setiap 5 tahun sesuai dengan undang-undang pelaksanaan 
penyusunan RENSTRA dibuat dalam 5 tahun masa kerja yang 
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memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan dinas 
pendidikan kabupaten gowa”.(Ibu RS) 
 
“Perencanaan keuangan yang dilakukan itu seperti penyusunan 
Rencana Kebutuhan Anggaran atau RKA, dan Dokumen 
Pelaksanaann Anggaran (DPA) nya, perencanaan Rencana 
Strategis (renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta perencanaan 
keuangan lainnya.” ”.(Pak MN) 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dinas dan 

seketaris dinas pendidikan kabupaten gowa bahwa perencanaan 

manajemen keuangan di kantor dinas pendidikan kabupaten gowa 

sudah dilakukan dan terbilang cukup baik Perencanaan yang 

dilakukan adalah pembuatan laporan fisik keuangan bulanan, 

triwulan, laporan semester dan laporan tahunan sebagai bentuk 

pertanggung jawaban didalam melakukan perencanaan keuangan. 

Perencanaan keuangan yang dilakukan itu seperti penyusunan 

Rencana Kebutuhan Anggaran atau RKA, dan Dokumen 

Pelaksanaann Anggaran (DPA) nya, perencanaan Rencana 

Strategis (renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta perencanaan 

keuangan lainnya. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 

kepada Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, mengenai 

dalam pengelolaannya menggunakan aplikasi apa dan Apakah 

sistem tersebut berpengaruh terhadap besarnya SILPA?  

“Menggunakan aplikasi ekmis dari BPKPRI jadi 
penerapanya itu sesuai dengan renstra yang ada dan disusun  
dengan baik, yang penting kegiatan berlangsun SILPA juga akan 
minim dan 100% akan realisasi.”.(Pak TM) 

 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala sub bagian 

Keuangan dinas pendidikan kabupaten gowa : 
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 “Dimana pelaporan masih menggunakan aplikasi ekmis yag dari 
BPKP tapi untuk 2024 diwajibkan untuk menggunakan SIPD RI Jadi 
Setiap Tahun Itu Ada Laporan Pertanggungjawaban Yang Dibuat 
Dan Disusun Menggunakan Aplikasi Dari BPKRI.”(Ibu DR) 

 
Kemudian peneliti menggali informasi dengan pertanyaan, Bagaimana 

proses penganggaran, penyaluran, dan pelaporan keuangan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa? Apakah proses-proses tersebut 

berpengaruh terhadap tercapainya SILPA?  

 “Kasusnya pasti berpengaruh karena mulai dari penganggaran, 
belum juga satu penganggarannya 100 juta pada saat pelaksanaan 
cuman tercapai 90 juta itu adanya selisih SILPA 10 juta dan disitulah 
biasanya dievaluasi apa penyebab terjadinya SILPA sebagai 10 juta 
itu.”.(Ibu DR) 

Berdasarkan wawancara tersebut analisis penelitian 

penerapan Perencanaan Pada Dinas Pendidikan Terkait Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SILPA) Proses perencanaan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa mencakup berbagai tahapan yang 

berlandaskan dokumen strategis dan peraturan yang jelas. Menurut 

Pak TM, perencanaan dimuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA), 

yang merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun masa kerja 

dan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). Ibu RS, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa, menambahkan bahwa penyusunan RENSTRA setiap lima 

tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dinas. 

Pak MN menjelaskan lebih lanjut bahwa perencanaan 

keuangan meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran 

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta 

perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja 

(Renja). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Dinas 
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Pendidikan menggunakan aplikasi Eksekutif Manajemen Informasi 

Sistem (EKMIS) dari BPKP RI. Pak TM menyatakan bahwa 

penerapan yang sesuai dengan RENSTRA dan pengelolaan yang 

baik akan meminimalkan SILPA dan memastikan realisasi anggaran 

mencapai 100%. 

Ibu DR, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa, menegaskan bahwa pelaporan keuangan masih 

menggunakan aplikasi EKMIS dari BPKP, namun mulai tahun 2024, 

akan diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (SIPD) RI. Setiap tahun, laporan pertanggungjawaban 

disusun menggunakan aplikasi ini untuk memastikan akuntabilitas. 

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa proses 

penganggaran, penyaluran, dan pelaporan keuangan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tercapainya SILPA. Ibu DR memberikan contoh kasus di mana 

anggaran sebesar 100 juta rupiah hanya terealisasi 90 juta rupiah, 

sehingga terjadi selisih SILPA sebesar 10 juta rupiah. Evaluasi 

dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA 

tersebut. 

Dengan adanya perencanaan yang matang melalui dokumen 

strategis seperti RENSTRA dan penggunaan aplikasi pengelolaan 

keuangan yang tepat, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya 

mengurangi terjadinya SILPA. Evaluasi rutin dan penyesuaian 

metode pelaporan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk 

memastikan anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana dan 
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meminimalisir sisa anggaran yang tidak terpakai. 

2) Pencatatan Administrasi  

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan perencanaan 

pada kantor dinas pendidikan kabupaten gowa menurut Bapak (TM) , 

Bapak (MN), Ibu (RS) dan Ibu (DR) maka peneliti mendeskripsikan 

hasil wawancara sebagai berikut: 

Apakah dalam proses pencatatan keuangan ini SILPA Sering terjadi  

“Iya SILPA ini sering ad ajika ada kegiatan yang tidak terlaksana 
dalam setahun itu” (Pak TM) 

 
Hal senada juga disampaikan oleh kasubag keuangan 

“Faktor terjadinya SILPA itu biasa berasal dari kegiatan yang sudah 

dianggarkan diawal tahun namun pada realisasinya tidak seratus persen 

tercapai. Misalkan adanya kegiatan yang sudah direncanakan tapi 

ditahun berjalan tidak dilaksanakan dan itulah terjadinya SILPA.(Pak 

MN) 

“Proses pencatatan keuangan ini dilakukan sesuai dengan dokumen 

pelaksanaan Anggaran ”(Ibu RS) 

Strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi masalah 

pentatan administrasi ?  

“Masalahnya yah itu tadi karna kegiatan yang sepenuhnya tidak 
terlaksana maka dalam pencatatan SPJ Pertahun Sering Terjadi 
SILPA, tetapi kami sering mengadakan evaluasi agar SILPA ini tidak 
terjadi kembali di tahun yang akan datang”(DW)  
 

Berdasarkan hasil wawancara Mengenai penatausahaan keuangan 

pada kantor dinas pendidikan  kabupaten gowa menurut Bapak (TM), 

(MN) dan Ibu (RS) (DW) maka peneliti mendeskripsikan hasil 

wawancara sebagai berikut: 

Dalam proses pencatatan keuangan di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa, kerap kali muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA). Pak TM menjelaskan bahwa SILPA sering terjadi ketika ada 
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kegiatan yang tidak terlaksana dalam setahun. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan kasubag keuangan, Pak MN, yang menjelaskan bahwa 

SILPA biasanya berasal dari kegiatan yang sudah dianggarkan di awal 

tahun namun pada realisasinya tidak sepenuhnya tercapai. Misalnya, 

ada kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan pada tahun 

berjalan, sehingga menyebabkan adanya SILPA. 

Ibu RS menambahkan bahwa proses pencatatan keuangan 

dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, 

memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Namun, 

meskipun prosedur pencatatan sudah sesuai, tetap ada kendala terkait 

kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah 

pencatatan administrasi dan mengurangi terjadinya SILPA, DW 

menyatakan bahwa evaluasi sering dilakukan. Evaluasi ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA dan mencari solusi 

agar hal tersebut tidak terulang di tahun berikutnya. Dengan demikian, 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya terus memperbaiki 

sistem pencatatan keuangan dan memastikan bahwa anggaran yang 

telah dianggarkan dapat direalisasikan sepenuhnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan perencanaan 

pada kantor dinas pendidikan kabupaten gowa menurut Bapak (TM) , 

Bapak (MN) “jika terjadi SILPA dikemanakan dana tersebut?” 

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) memiliki dua 

skenario pengalokasian berdasarkan kondisi anggaran yang tersisa: 

Jika SILPA Berlebih: SILPA yang berlebih akan digunakan untuk 

mendukung kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 

berikutnya. Ini berarti dana yang tidak terpakai pada tahun 

sebelumnya akan dialokasikan untuk proyek-proyek baru atau 

melanjutkan proyek yang ada, sehingga anggaran tetap berputar dan 
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mendukung kemajuan pembangunan di sektor pendidikan. Jika 

SILPA Kurang: jika SILPA ternyata kurang dari yang diharapkan, 

maka kekurangan ini akan diperhitungkan kembali dalam anggaran 

tahun berikutnya. Artinya, pemerintah daerah akan menyiapkan 

kembali alokasi dana untuk menutupi kekurangan tersebut pada 

tahun anggaran selanjutnya.” 

 

Hasil wawancara dengan Pak MN mengungkapkan bahwa 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mengelola Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SILPA) dengan dua pendekatan tergantung pada kondisi 

anggaran. Jika SILPA berlebih, dana tersebut akan digunakan untuk 

menunjang kegiatan pembangunan di tahun berikutnya. Sebaliknya, 

jika SILPA kurang, kekurangan ini akan dianggarkan kembali pada 

tahun selanjutnya. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah 

daerah dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan 

berkelanjutan untuk mendukung sektor pendidikan. 

3) Kompetensi sumber daya manusia 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kompetensi sumber 

daya manusia pada kantor dinas pendidikan daerah kabupaten gowa 

menurut Bapak (TM), (MN) dan Ibu (DW) maka peneliti 

mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut: Mengenai 

pengawasan Kemudian peneliti menggali informasi dengan 

pertanyaan, Apakah ada pengarahan tertentu dari pimpinan berkaitan 

dengan tujuan lembaga kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa? 

Bagaimana pengarahan tersebut dilakukan? Hal ini disampaikan oleh 

Kepala BPKD Gowa. 

“Aturan tertentu itu tidak ada secara spesifik semuanya itu yang 
namanya pengelolaan keuangan itu Aturannya sudah jelas baik itu 
undang-undang peraturan pemerintah peraturan mentri keuangan 
sekaligus peraturan daerah yang kita dibuat sendiri dan peraturan 
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daerah dan peraturan kepala daerah itu acuanya dari uu 
permendagri dan peraturan mentri keuangan, dari segi 
pengawasan disamping kita melakukan pengawasan ketua bidang 
tentu juga ini tidak lepas dari pengawasan ekspaktorat dan setiap 
tahunya kita itu diawasi oleh BPK dilakukan audit ”(Pak TM) 

“Iya, selalu diadakan rapat evaluasi minimal satu kali dalam sebulan 
yaitu rapat staf disampaikan apa-apa progres yang harus 
diselesaikan setiap ada masalah maka dilakukan rapat staf untuk 
mendapatkan solusi, penerpan fungsi pengawasan yang kami 
lakukan adalah setiap kegiatan di kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gowa telah dilaukan maka dibuatkan laporan 
pertanggungjawabanya dan setiap bulanya laporan keuangan 
(pemasukan dan pengeluaran) yang ada di kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gowa dimuat di website humas Gowa sehingga smua 
bisa melihat laporan tersebut secara transparan.”(Pak MN) 

 
Dari wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa, ketua sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa tentang kompetensi Sumber daya manusia yaitu 

melaukan evaluasi di setiap pelaksanaan pengelolaan keuanganya 

dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman RKA dan DPA yang telah 

dibuat. pengawasan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap 

transparansi dan akuntabilitas. Menurut Pak TM, pengelolaan 

keuangan didasarkan pada aturan yang jelas dan komprehensif, mulai 

dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri 

keuangan, hingga peraturan daerah yang telah dibuat sendiri. 

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal melalui ketua bidang, 

tetapi juga oleh eksternal seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang melakukan audit tahunan. Sementara itu, Pak 

MN menambahkan bahwa untuk memastikan akuntabilitas, evaluasi 

dilakukan secara berkala minimal satu kali sebulan melalui rapat staf. 

 Rapat ini membahas progres dan solusi untuk setiap masalah 
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yang timbul. Fungsi pengawasan diterapkan dengan pembuatan 

laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan di kantor Dinas 

Pendidikan. Selain itu, laporan keuangan bulanan, yang mencakup 

pemasukan dan pengeluaran, diunggah ke situs web humas Gowa, 

memungkinkan publik untuk melihat laporan tersebut secara 

transparan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan 

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya. 

4) Anggaran Dan Realisasi Anggaran 

Anggaran dan realisasi anggaran adalah dua aspek kunci 

dalam manajemen keuangan yang sangat mempengaruhi berbagai 

aspek manajemen dalam sebuah organisasi. Anggaran adalah 

rencana keuangan yang disusun untuk suatu periode tertentu, 

biasanya satu tahun. Anggaran ini mencakup estimasi pendapatan dan 

pengeluaran serta alokasi sumber daya untuk berbagai kegiatan atau 

proyek. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan atau aktualisasi dari 

anggaran yang telah disusun. Ini mencakup pendapatan yang benar-

benar diterima dan pengeluaran yang benar-benar terjadi selama 

periode anggaran. Anggaran dan realisasi anggaran merupakan 

elemen penting dalam manajemen yang mempengaruhi hampir semua 

aspek operasional dan strategis organisasi. Melalui perencanaan yang 

tepat, distribusi sumber daya yang efektif, pengarahan yang motivatif, 

pengendalian yang akurat, dan pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada data yang terpercaya, manajemen dapat mencapai 

tujuan organisasional dengan lebih efisien dan efektif. 
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4.2 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Priode 2022-2023 

THN  URAIAN  ANGGARAN  REALISASI  EFISIENSI 

BELANJA  

2022  BELANJA DAERAH  569,011,167,574 422,869,012,021 146,142,155,553 

2023 BELANJA DAERAH  590,646,231,827 458,850,925,607 131,795,306,220 

Sumber : SPJ Laporan keuangan dinas pendidikan kab.Gowa Diolah:2024 

4.3 Hasil SILPA  

No TAHUN  SILPA  

1. 2022 146,142,155,553 

2. 2023 131,795,306,220 

Sumber : SPJ Laporan keuangan dinas pendidikan kab.Gowa Diolah:2024 

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa SILPA untuk tahun 2022 adalah 

146,142,155,553 dan untuk tahun 2023 adalah 131,795,306,220. Kedua 

angka ini menunjukkan sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun 

tersebut.  

Untuk menghitung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari 

tabel di atas, kita perlu mengurangkan realisasi belanja dari anggaran yang 

telah ditetapkan untuk setiap tahun. Berikut adalah perhitungannya: 

- Tahun 2022: 

Anggaran : 569,011,167,574 

Realisasi  : 422,869,012,021 – 

SILPA        146,142,155,553 

 

- Tahun 2023  

Anggaran   : 590,646,231,827 
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Realisasi    : 458,850,925,607 -  

SILPA          131,795,306,220 

Pada tahun 2022, anggaran belanja daerah yang ditetapkan adalah 

Rp 569,011,167,574. Namun, realisasi belanja hanya mencapai Rp 

422,869,012,021. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi belanja sebesar Rp 

146,142,155,553. Efisiensi belanja ini juga sama dengan sisa lebih 

perhitungan anggaran (SILPA), yaitu jumlah anggaran yang tidak terpakai.  

Pada tahun 2023, anggaran belanja daerah yang ditetapkan 

meningkat menjadi Rp 590,646,231,827. Namun, realisasi belanja mencapai 

Rp 458,850,925,607. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi belanja sebesar 

Rp 131,795,306,220. Efisiensi belanja ini juga sama dengan SILPA.  

tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 

terjadi efisiensi belanja daerah yang cukup besar. Penyebab utama dari 

adanya SILPA pada tahun-tahun tersebut adalah efisiensi dalam pengelolaan 

anggaran. Artinya, belanja daerah yang direncanakan tidak sepenuhnya 

terealisasi karena pengelolaan yang lebih hemat atau karena adanya 

perubahan prioritas dalam pengeluaran. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, sebagai salah satu pengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berhasil melakukan 

penghematan dalam penggunaan anggaran mereka. Hal ini dapat 

memberikan dampak positif, seperti meningkatkan dana cadangan atau 

digunakan untuk keperluan lain di masa mendatang. Namun, perlu juga 

diperhatikan agar efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik 

yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil perhitungan dari Tabel 4.2, berikut adalah 
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persentase realisasi belanja dan efisiensi (SILPA) untuk tahun 2022 dan 2023: 

1. Tahun 2022: 

a. Persentase realisasi belanja dari anggaran: 74,32% 

b. Persentase efisiensi (SILPA) dari anggaran: 25,68% 

2. Tahun 2023: 

a. Persentase realisasi belanja dari anggaran: 77,69% 

b. Persentase efisiensi (SILPA) dari anggaran: 22,31% 

Pada tahun 2022, 74,32% dari anggaran yang dialokasikan berhasil 

direalisasikan, sementara 25,68% sisanya merupakan efisiensi atau 

SILPA. Pada tahun 2023, 77,69% dari anggaran yang dialokasikan berhasil 

direalisasikan, dengan efisiensi atau SILPA sebesar 22,31%. Terdapat 

peningkatan dalam persentase realisasi belanja dari tahun 2022 ke 2023, 

yang menunjukkan perbaikan dalam penggunaan anggaran. Namun, 

masih ada porsi signifikan dari anggaran yang tidak terpakai, yaitu sekitar 

22-26%, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk 

mengoptimalkan penggunaan anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan 

dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan manajemen keuangan di kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa telah dilakukan dengan baik. Perencanaan yang 

dilakukan mencakup pembuatan laporan keuangan fisik bulanan, 

triwulanan, laporan semester, dan laporan tahunan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dalam melakukan perencanaan keuangan. 

Perencanaan keuangan ini meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan 
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Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta perencanaan keuangan 

lainnya. 

a) Perencanaan 

Proses perencanaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

mencakup berbagai tahapan yang berlandaskan dokumen strategis 

dan peraturan yang jelas. Menurut Pak TM, perencanaan dimuat 

dalam Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen 

perencanaan untuk lima tahun masa kerja dan termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ibu RS, 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menambahkan bahwa 

penyusunan Renstra setiap lima tahun memuat tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan dinas. 

Pak MN menjelaskan lebih lanjut bahwa perencanaan keuangan 

meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta perencanaan Rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan, Dinas Pendidikan menggunakan aplikasi 

Eksekutif Manajemen Informasi Sistem (EKMIS) dari BPKP RI. Pak TM 

menyatakan bahwa penerapan yang sesuai dengan Renstra dan 

pengelolaan yang baik akan meminimalkan SiLPA dan memastikan 

realisasi anggaran mencapai 100%. 

b) Pencatatan Administrasi 

Ibu DR, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa, menegaskan bahwa pelaporan keuangan masih 
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menggunakan aplikasi EKMIS dari BPKP, namun mulai tahun 2024, 

akan diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (SIPD) RI. Setiap tahun, laporan pertanggungjawaban disusun 

menggunakan aplikasi ini untuk memastikan akuntabilitas.  

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa proses 

penganggaran, penyaluran, dan pelaporan keuangan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tercapainya SILPA. Ibu DR memberikan contoh kasus di mana 

anggaran sebesar 100 juta rupiah hanya terealisasi 90 juta rupiah, 

sehingga terjadi selisih SILPA sebesar 10 juta rupiah. Evaluasi 

dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SiLPA tersebut. 

Dengan adanya perencanaan yang matang melalui dokumen strategis 

seperti Renstra dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang 

tepat, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya mengurangi 

terjadinya SILPA. Evaluasi rutin dan penyesuaian metode pelaporan 

merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan 

anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana dan meminimalisir sisa 

anggaran yang tidak terpakai. 

c) Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Dalam proses pencatatan keuangan di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa, kerap kali muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA). Pak TM menjelaskan bahwa SILPA sering terjadi ketika ada 

kegiatan yang tidak terlaksana dalam setahun. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Kasubag Keuangan, Pak MN, yang menjelaskan bahwa 

SILPA biasanya berasal dari kegiatan yang sudah dianggarkan di awal 
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tahun namun pada realisasinya tidak sepenuhnya tercapai. Misalnya, 

ada kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan pada tahun 

berjalan, sehingga menyebabkan adanya SILPA. 

Ibu RS menambahkan bahwa proses pencatatan keuangan 

dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, 

memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Namun, 

meskipun prosedur pencatatan sudah sesuai, tetap ada kendala terkait 

kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah 

pencatatan administrasi dan mengurangi terjadinya SILPA, DW 

menyatakan bahwa evaluasi sering dilakukan. Evaluasi ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA dan mencari solusi 

agar hal tersebut tidak terulang di tahun berikutnya. Dengan demikian, 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya terus memperbaiki 

sistem pencatatan keuangan dan memastikan bahwa anggaran yang 

telah dianggarkan dapat direalisasikan sepenuhnya. Dari wawancara 

dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Ketua Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tentang 

kompetensi sumber daya manusia, evaluasi di setiap pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman RKA dan DPA yang telah dibuat. 

Pengawasan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap transparansi dan 

akuntabilitas. Menurut Pak TM, pengelolaan keuangan didasarkan 

pada aturan yang jelas dan komprehensif, mulai dari undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, hingga peraturan 
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daerah yang telah dibuat sendiri. Pengawasan tidak hanya dilakukan 

oleh internal melalui Ketua Bidang, tetapi juga oleh eksternal seperti 

Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan 

audit tahunan. Sementara itu, Pak MN menambahkan bahwa untuk 

memastikan akuntabilitas, evaluasi dilakukan secara berkala minimal 

satu kali sebulan melalui rapat staf. Rapat ini membahas progres dan 

solusi untuk setiap masalah yang timbul. Fungsi pengawasan 

diterapkan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap 

kegiatan di kantor Dinas Pendidikan. Selain itu, laporan keuangan 

bulanan, yang mencakup pemasukan dan pengeluaran, diunggah ke 

situs web humas Gowa, memungkinkan publik untuk melihat laporan 

tersebut secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya menciptakan lingkungan kerja 

yang terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan 

keuangannya. 

d) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) didefinisikan sebagai 

sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu 

periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran selama satu periode. Sedangkan menurut Menteri dalam 

Negeri Nomor 13 tahun 2006, definisi Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SILPA) adalah sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi 

penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode 
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anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan 

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, 

pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 

pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, 

kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.18 Adanya SILPA yang 

cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam 

melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat 

digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan 

menjadi tertunda. Dalam penyusunan APBD jumlah SILPA seharusnya 

adalah sebesar nol artinya penerimaan pembiayaan dapat menutup 

defisit yang terjadi. Jika masih terdapat SILPA yang bernilai positif 

maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk 

pembiayaan daerah. Sedangkan jika SILPA bernilai negatif maka 

pembiayaan neto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat 

ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga 

angka SILPA menjadi nol.  

Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif 

rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan 

diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja 

daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan 

jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga 

menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang 

Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Sehingga Ada tidaknya SILPA dan 

besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan 
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pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bali (2013) menyebutkan 

bahwa beberapa faktor keberadaan SILPA diduga karena terjadinya 

kelebihan pendapatan yang tidak terhitung pada realisasi anggaran dan 

rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah terhadap anggaran yang 

telah ditetapkan. Beberapa faktor yang terindikasi terlibat dalam 

pembentukan SILPA adalah adanya penghematan belanja karena program 

pemerintah yang tidak terlaksana yang menyebabkan tidak terserapnya 

anggaran pemerintah. Selain itu keberadaan. SILPA juga menjadi dilema 

bagi pengelolaan keuangan daerah karena besarnya SILPA bisa 

mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, SILPA 

ini perlu dihindari karena pada dasarnya SILPA merupakan dana 

menganggur (idle fund), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak 

akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian 

daerah.  

Ada beberapa alasan yang mendukung penilaian bahwa kinerja 

Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dapat dikaitkan baik, 

meskipun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berikut 

adalah alasan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dikatakan baik : 

1. Komitmen Kuat Dalam Manajemen Keuangan  

a) Penyusunan dokumen strategi seperti Rencana Strategi (Renstra) 

dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap lima tahun 

menunjukkan perencanaan yang matang dan komprehensif.  

b) Perencanaan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memastikan konsistensi 
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dengan visi dan misi daerah.  

2. Penggunaan Teknologi Untuk Efisiensi  

a) Penggunaan aplikasi EKMIS dari BPKP RI membantu 

meminimalkan SILPA dan memastikan realisasi anggaran yang 

baik.  

b) Rencana untuk beralih ke SIPD RI mulai tahun 2024 menunjukkan 

upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi 

dalam pencatatan keuangan.  

3. Akuntabilitas dan Transparansi  

a) Pencatatan administrasi yang menggunakan aplikasi EKMIS 

menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.  

b) Evaluasi rutin untuk mengidentifikasi penyebab SILPA dan 

mencari solusi memperlihatkan pendekatan proaktif dalam 

perbaikan sistem.  

4. Pengembangan Kompetensi SDM  

a) Pelatihan dan evaluasi rutin untuk meningkatkan kompetensi 

sumber daya manusia menunjukkan upaya untuk memastikan 

pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman.  

b) Pengawasan ketat oleh inspektorat dan BPK serta transparansi 

pelaporan menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas.  

5. Pendekatan Proaktif terhadap SILPA  

Mengelola SILPA dengan dua pendekatan, yaitu memanfaatkan 

dana yang berlebihan untuk kegiatan pembangunan di tahun 

berikutnya dan menganggarkan kembali jika ada kekurangan, 

menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan 
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penggunaan anggaran yang efisien dan berkelanjutan.  

Dinas pendidikan kabupaten gowa dapat dikatakan memiliki kinerja 

yang baik dalam manajemen keuangan karena :  

a) Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang komprehensif dan 

strategis.  

b) Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi 

pencatatan keuangan.  

c) Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.  

d) Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia.  

e) Pendekatan yang adaptif dan proaktif dalam mengelola SILPA untuk 

mendukung kegiatan pembangunan di sektor pendidikan. 

Kehadiran SILPA dalam konteks ini tidak semata-mata menunjukkan 

ketidakmampuan dalam penyerapan anggaran, melainkan refleksi dari 

perencanaan keuangan yang hati-hati dan strategi pengelolaan yang 

adaptif dan berkelanjutan.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : 

1. Pada tahun 2022 dan 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam pengelolaan anggaran. Ini 

dibuktikan dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

yang cukup besar, yaitu Rp 146,142,155,553 untuk tahun 2022 dan Rp 

131,795,306,220 untuk tahun 2023. Efisiensi ini menunjukkan bahwa 

Dinas Pendidikan berhasil mengelola anggaran dengan hemat, tanpa 

menghabiskan seluruh dana yang dialokasikan. 

Alasan mengapa adanya SiLPA ini dapat dianggap sebagai indikasi 

pengelolaan anggaran yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan mampu 

merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dengan 

biaya yang lebih rendah daripada yang telah dianggarkan. Ini 

menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan pelaksanaan 

yang efektif. 

b. Peningkatan Dana Cadangan Dengan adanya sisa anggaran yang 

signifikan, dana ini dapat digunakan sebagai cadangan untuk 

kebutuhan mendesak di masa mendatang atau untuk mendanai 

proyek-proyek prioritas lainnya yang mungkin muncul. 

c. Fleksibilitas Penggunaan Dana Sisa anggaran dapat dialokasikan 

untuk keperluan lain yang mendesak atau penting, memberikan 
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fleksibilitas bagi Dinas Pendidikan dalam merespon kebutuhan yang 

mungkin tidak terduga pada awal tahun anggaran. 

d. Indikasi Pengelolaan Keuangan yang Baik. Adanya SiLPA yang 

besar tanpa mengorbankan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa 

Dinas Pendidikan mampu mengelola keuangan dengan baik, 

memastikan bahwa dana digunakan dengan bijaksana dan tidak 

terjadi pemborosan.  

Meskipun demikian, optimalisasi penggunaan anggaran tetap diperlukan 

untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. 

2. Pencatatan Administrasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

menggunakan aplikasi EKMIS untuk memastikan akuntabilitas dan 

transparansi dalam pencatatan administrasi keuangan, dan akan beralih 

ke SIPD RI mulai tahun 2024 untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. 

Evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab SiLPA dan 

mencari solusi guna memperbaiki sistem pencatatan keuangan serta 

meminimalkan sisa anggaran yang tidak terpakai. 

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa terus meningkatkan kompetensi 

sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi rutin, memastikan 

pengelolaan keuangan sesuai pedoman RKA dan DPA. Pengawasan 

ketat oleh Inspektorat dan BPK serta transparansi pelaporan 

menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas. Evaluasi berkala dan 

rapat staf membantu memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan 

sesuai rencana. 
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2. Saran 

Adapun saran pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:  

1. Disarankan agar mampu memahami dan menerapkan ilmu manajemen 

keuangan dengan sebaik-baiknya agar dijadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk menilai keuangan di Kantor dinas pendidikankabupaten gowa.  

2. Kantor Dinas pendidikan Kabupaten Gowa agar lebih memperhatikan lagi 

pengelolaan keuangannya terutama pada bagian perencanaan agar 

keuangan Dinas pendidikan Kabupaten Gowa tetap membaik.  

3.  Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

dalam menambah ilmu pengetahuan secara umum mengenai manajemen 

keuangan. 
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